
BUPATI GARUT,
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Kecamatan BayongbongTahun 2019-2024;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4355); .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~
Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi .Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
ProvinsiJawa Barat Nomor236);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
ProvinsiJawa Barat Nomor88);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor237);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Nomor5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor3);
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Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. .

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Kecamatan adalah Kecamatan BayongbongKabupaten Garut.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan BayongbongKabupaten Garut.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah.

8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

BABI

KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BAYONGBONG TAHUN 2019-2024.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor9);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

25. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor49);
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9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan
pem~rataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan a~ses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.

10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu ptoses untuk menentukan
kebijakan mas a depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalamjangka waktu tertentu di Daerah.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati.

13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

15. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

20. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tah un.

21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daerah KabupatenjPerangkat Daerah Kabupaten
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PerangkatDaerah.

22. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah KabupatenjPerangkat Daerah Kabupaten untuk
mencapai sasaran.

23. Programadalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

24. Kegiatanadalah bagian dari programyang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih
Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang atau jasa.
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BABVII KINERJAPENYELENGGARAANBIDANGURUSAN
Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD.

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

BABVI RENCANAPROGRAMDANKEGIATANSERTAPENDANAAN

BABV STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN
Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah
kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BABIV TUJUANDANSASARAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang
mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang
tertuang dalam RPJMD.

BABIII PERMASALAHANDANISU STRATEGISPERANGKATDAERAH
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra
Kementeriarr/Iembaga, telaahan Renstra Perangkat .Daerah Provinsi,
telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),telaahanKajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS),serta Penentuan isu-isu Strategis.

BABII GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH
Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber
daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Sistematika meliputi:
BABI PENDAHULUAN

Memuat gambaran latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2019-2024.

Pasal2

BAB II
SISTEMATIKA

26.

Rencana Tata Ruang. Wilayah yang selanjutnya disebut RTRWadalah rencana
tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang
pulau Zkepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
a?ala~ :encana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

25.
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DENISUHERLAN
BERITA DAERAH KABUPATEB GARUT
TAHUN 2019 BOMOR 106

ttd

Diundangkan dl Garut
pada tangga116 - 8 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

ttd

Ditetapkan di Garut
pada tanggal16 - 8 - 2019
BUPATI GAR UT,

Pasa14
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

BABIV
KETENTUAB PElfUTUP

Pasal3
lsi dan uraian Renstra sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAS III
lSI DAN URAIAN RENSTRA

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu rnendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya rnaupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
dan rencana tindak lanjut.
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1....

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)adalah Dokumen Perencanaan SKPDuntuk periode 5 (lima)
tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT)Indikator Kinetja Utama (IKU)dan Rencana Kerja
(Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi
keberhasilan dan kegagalan kinetja SKPD dalam kurun 5 (lima)
tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan BayongbongKabupaten Garut
dilakukan secara stimulan bersamaan waktu dengan proses
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Penyusunan
dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan,
penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap
tahapan tersebut dilaksanakan mela1uitahapan sebagai berikut:
a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra, dilakukan

kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan. tim penyusun
Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja
TimRenstra serta pengumpulan data dan informasi.

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan ahir renstra
dilakukan dengan tahap perumusan rancangan renstra dan
Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD;dan

c. Tahapan Penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan renstra dievaluasi dan
dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan
penyusunan renstra oleh Camat Bayongbong selaku kepala SKPD,
serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan
Renstra oleh Bappeda Kabupaten Garut.

1.1. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

LAltIPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 106 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEOIS
KECAMATAN DAYONGBONG
TAIIUN 2019-2024



Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan BayongbongKabupaten
Garut Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan RPJMD

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ilustrasi keterhubungan Renstra
SKPDdengan RPJMDdapat digambarkan sebagai berikut :

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang

diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan
daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Bayongbong merupakan
suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (5) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal
19 ayat (3)menyatakan, bahwa KepalaDaerah dn wakil kepala daerah
terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD) 3 (tiga)bulan setelah pelantikan yang selanjutnya
digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan
pertanggungjawaban Kepala daerah maupun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis
Kecamatan Bayongbong bersama Rencana Strategis SKPD lainnya
merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka enengah
Daerah ( RPJMD ) Kebapaten Garut. Rencana Strategis Kecamatan
Bayongbongmengandung Tujuan , Strategi, Kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Stategis ini berperan
sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum
dalam tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan
Bayongbong.



1.2.2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (
Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor4700 ).

1.2.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana
Pernbangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025

(Lembaran Negara tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran

Negara Nomor4700)
1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam pelaksanaan

dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor4725 );

1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana

Memuat tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan
Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedo.man yang
diajukan acuan

1.2.1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomorundang
undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor32
tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara

tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraNomor4844

1.2. LANDASAN HUKUM



1.2.13 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005
tentang tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor 15)

Pembangunan Daerah ( lembaran Negara tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor4725 );

1.2.7 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Menteri dalam NegeriNomor59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalarn Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
daerah;

1.2.8 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 tahun 2008 tentang
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 tahun 2008 tentang
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 17 Tahun 2018 tentang
KLHS;

1.2.11 Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJMD).Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E Tambaban Lembaran
Daerah Nomor 45)

1.2.12 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000
tentang Visi Kabupaten Garut (lembaran Daerah Tahun 2000
Nomor 38) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun
2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah
(lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor32)
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1.2.14 Peraturan Daerah Kabupaten garut Nomor 4 Tahun 2006

tentang Pedoman pembentukan Peraturan daerah Garut
(lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor7 )

1.2.15 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (
lembaran Daerah Tabun 2008 No 14 )

1.2.16 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembagateknis

Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut{ lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor39 )

1.2.17 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 254 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102
Tahun 2014 Tentang Pelimpaban sebagian wewenang Bupati

kepada Camat;
1.2.18 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut;

1.2.19 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016

Nomor27);
1.2.20 Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2019 tentang RPJMD2019-

2024 Kabupaten Garut;
1.2.21 Peraturan Bupati Garut Nomor : ...... Tahun 2019 Tentang

Renstra SKPD;
1.2.22 Keputusan Bupati Garut Nomor : ..... Tahun 2019 tentang Tim

Penyusun Renstra SKPD;
1.2.23 Keputusan Camat Bayongbong Nomor : OSOjKep.Ol-Kecj2019

tentang Rencana Strategis (RENSTRA)Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.



Sistematika Penulisan Rencana Stategis ( Renstra ) Kecamatan
Bayongbong Kabupaten Garut disusun mengacu pada peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Kabupaten Garut untuk memahami dan menilai arah kebijakan

dan program serta kegiatan operasional tahunan dan rentang

waktu lima tahun.

pada masing-masing
Kecamatan Bayongbong

4. Memudahkan seluruh jajaran

Desa/kelurahan di lingkungan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan renstra Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi,

misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta
indikator kinerja Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah:
1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah
Kecamatan Bayongbong, sehingga bermanfaat bagi proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pertangungjawaban abgi PemerintahKecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh
Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan tahunan yang akan terarah pada pencapaian hasil sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan

Bayongbong kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.



Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah dan susunannya adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan;

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, maksud

tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Sekretariat
Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, serta
sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut

Bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, tugas pokok
dan fungsi, serta kondisi organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Garut,

Bab III Pennasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menguraikan tentang isu-isu strategis yang akan

dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Garut dalam periode tahun 2019-2024.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun
2019-2024 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Garut Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pemyataan strategis
dan arab kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun

mendatang.
Bab VI Rencana Programdan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat
daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan
dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang



sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup



Perda Kab. Garut No.76Tahun 2016

Struktur Organisasi Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor9 tahun
2016 tentang Susunan, Kedudukan dan tugas Pokok Organisasi
Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Garut sebagai pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi dan

perangkat Daerah, maka struktur Organisasi Kecamatan Bayongbong
terdiri atas :
a. Camat
b. Sekretaris Kecarnatan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
e. Seksi Kemasyarakatan
f. eksi P MD
g. Seksi Pelayanan
h. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
i.Sub 8agian Keuangan dan BMD

2.1. Struktur Organisasi, Tugasdan Fungsl Peranlkat Daerah.

GAMBARAN PELA YANAN PERANGKA TDAERAH



1..0

Tabel. 1.2
Menurut Pendidikan

Suber: Data Diolah Tahun 2019

2.1.1 Pegawai Menurut Status Kepegawalan:

Pegawai Kantor Kecamatan Bayongbong
betjumlah 28 (Dua puluh delapan) orang dengan status
pegawai PNS23 orang, dan PegawaiTenaga KerjaKontrak
2 Orang dan Pegawai Tenaga Kerja Sukarelawan lorang,
dan Sat-Pol PP berjumlah 2 orang.

Tabel. 1.1

2.2.1 Keadaan Pegawal

Sumber daya aparatur pada Kantor Kecamatan
Bayongbong merupakan salah satu faktor interen yang

mempengaruhi kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi
dan menurut sifatnya sumber daya aparatur dapat
dikelompokkan : Menurut Status Kepegawaian, Golongan,
Tingkat Pendidikan, Eselon dan Pendidikan Penjejangan, dan
menurut Disiplin Ilmu.

Kecamatan BayongbongKabupaten Garut dengan luas wilayah
4.995 Ha dengan jumlah penduduk per Desember 2018 adalah
106.180 Jiwa yang tersebar di 18 Desa yang ada di wilayah
Kecamatan Bayongbong.

2.2 SUMBERDAYAPERAIfGATDAERAH
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Suber: Data DiolahTahun 2019

No

Tabell.5

Suber: Data DiolahTahun 2019

Tabel 1.4
Pegawaf Menurut Eaelon

Suber: Data DiolahTahun 2019

Tabell.3

Suber: Data Diolah Tahun 2019



Tabe12.7
Informasi Jabatan Struktural

Kantor Kecamatan Bayongbong Kab. Garut sId 2019

Suber: Data Diolah Tahun 2019

Tabe12.6
Jumlah Pegawai Per Bagian/Bidang

Suber: Data DiolahTahun 2019

Tabell.6
Pegawai Menurut Disiplin Ilmu
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 . Kipas Angin

Tabe12.8
Informaa Jabatan Struktural

Kantor Kecamatan Bayongbong Kab. Garut sId 2019

Suber: Data DiolahTahun 2019

IIIje
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18
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



1.S

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari
kepemimpinan bupati sebelumnya. Selamamasa itu kinerjapelayanan

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas
pokokdan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (I)

dan ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor27 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor40 ).
Pasal 73 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi Tata KerjaKeca.matan.

2.3 K1NERJA PELAYANAN KECAMATAN BAYONGBONG

Dilihat dari Organisasi saat ini masih kekurangan
tenaga/pegawainya dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Adapun Jabatan Struktural

vital yang belum terisi yaitu KepalaSeksi Kesejahteraan Sosial.
Dilihat dari formasi yang ada jelas Kecamatan Bayongbong

sangat membutuhkan tambahan tenaga/pegawai untuk menunjang
kelancaran kerja saat ini baik untuk jabatan Struktural maupun

untuk PegawaiPelaksana.

Suber: Data DiolahTahun 2019

46

47

48

49

50

51

42

43

44
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Kecamatan Bayongbong mengacu pada tujuan dan sasaran
sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.
2.1lndikator Keberhasilan

Selama pelaksanaan RPJMD 2014-2019, pada umurnnya
penyelenggaraan dan pengendalian tugas umum pemerintahan,

perencanaan pembangunan daerah serta pelayanan .kepada

masyarakat di Kecamatan Bayongbong mengalami peningkatan,
meliputi :

1. Dati segi pelayanan publik dengan mengacu kepada Standar

Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) masing-masing bidang pelayanan kepada
masyarakat, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana
pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat,

tepat dan prima. Dengandemikian meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat.

2. Terpenuhinya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas

3. Meningkatnya Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir
sehingga tercapainya disiplin pegawai.

4. Meningkatnya pegawai yang memakai seragam :dengan
kelengkapannya sehingga tercapai disiplin pegawai.

5. Meningkatnya Cakupan pegawai yang terampil dalam
melaksanakan pelayanan publik untuk terwujudnya pelayanan

yang prima.
6. Perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan,

hal ini dapat dilihat dari indikator output
7. maupun outcome dokumen perencanaan yang dihasilkan dari

agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa
dan Kecamatan dari tahun ke tahun secara kualitatif dan
kuantitatif meningkat sehingga Tersusunlah Rencana
Pembangunan Tahunan Kecamatan ( RPTK), meskipun dalam
realitanya tidak semua usulan perencanaan pembangunan bisa



direalissasikan hal ini berkaitan dengan skala prioritas dan
keterbatasan dana pemerintah, namun demikian pembangunan
bisa dilaksanakan dengan lebih baik karena perencanaan yang

matang.
Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tambah

TabelT-C.23dan T-C.24adalah sebagai berikut:
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a. Camat

Tugas Pokok :

Selanjutnya, berdasarkan peraturan Bupati Garut Nomor76 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja kecamatan adalah sebagai berikut:

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bayongbong
berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif,
efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan
proses mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan ldranya
Pemerintah segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada
kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan. sebagian urusan yang
diberikan Bupati Garut kepada Camat agar mempercepat proses
pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Bayongbong merupakan salah satu Kecamatan yang
terletak di wilayah Bayongbong Kabupaten Garut yang dipimpin oleh
seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Oleh karena itu, camat berkedudukan sebagai koordinator yang
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan di wilayah
ketjanya.

Dalammelaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan diatur dalam

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2017
Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut No.76 Tahun 2016 Tentang

Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan, mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (Peraturan Bupati Garut

Nomor27 tahun 2017 serta tugas, wewenang dan fungsi sebagai Camat
dan Peraturan Daerah Nomor: 254 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan
Bupati Nomor : 102 Tahun 2014 barn tentang Pelimpahan sebagian
KewenanganBupati kepada Camat



Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan
melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan;

d. Sub Bagian keuangan dan BMD

Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan

keuangan dan barang milik daerah.

f. Seksi Pemerintahan

Subbagian UmuID,Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh

seorang KepalaSubbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan
pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,
kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai,

pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian
lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam
pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat dipimin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan
rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umUID,
keegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Sekretaris kecamatan

Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan,
melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan
masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta
pelayanan;



1. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan
pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang

Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta

pelayanan;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas

bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan

a. Camat

Fungsi

k. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,
mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional,
menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan

Masyarakat.

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan

melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan;

j. Seksi Pelayanan

SeksiKetenteraman dan KetertibanUmurndipimpinoleh seorangKepala
Seksiyang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif
kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan
melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Seksi Ketentraman dan KetertibanUmum

g. Seksi PemberdayaanMasyarakat dan Desa

Seksi PemberdayaanMasyarakat dan Desadipimpinoleh seorangKepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,
mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional,
menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;



Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta
pelayanan;

3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;dan

4. penyelenggaraanmonitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Kecamatan.
b. Sekretaris Kecamatan

1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;

3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

4. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat,
kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan,

rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian,
melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milikdaerah
serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

5. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

dengan lingkup tugasnya;dan

6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian

kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian,
kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

2. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat,
kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah

tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;dan

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian

kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.



1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi
pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan
masyarakat dan desa;

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

dengantugasnya;dan

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pembangunan

mempunyai fungsi:

3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

dengan lingkup tugasnya; dan

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja seksi pemerintahan.

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbagian Keuangan.

f. Seksi Pemerintaban

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
seksi pemerintahan;

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi
pemerintahan;

1. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;

2. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah Dinas;

3. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan
barang milikdaerah Dinas;

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;dan

d. Sub Bagian Keuangan dan BMD
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Untuk melaksanakan tugasnya seksi ini mempunyai fungsi :

j. Seksi Kesejahteraan Rakyat

3. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan

ketertiban umum;

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

dengan tugasnya;

5. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi

Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan
sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong

Praja;dan

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja seksi ketenterarnan dan ketertiban umum.

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi

ketenteraman dan ketertiban umum

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
seksi ketenteraman dan ketertiban umum;

Untuk melaksanakan tugasnya seksi ini mempunyai fungsi :

1. Seksi Ketentrarnan dan Ketertiban Umum

Untuk melakukan tugas tersebut diatas seksi Pelayanan
mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Seksi Pelayanan;

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;

3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengantugasnya;dan

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Seksi Pelayanan.

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

h. Seksi Pelayanan



dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan

2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik

pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenangdari Bupati.

camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi

mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas

2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 telah

perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 32 tahun

sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah

permasalahan pokok antara lain:

signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan

ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara

pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan

danekonomipemerintahan,penyelenggaraankualitas

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYAN'AN

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengantugasnya;dan

masyarakat;

2.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
seksi kesejahteraan masyarakat;

penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi
kesejahteraan masyarakat;

3. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan

1.



dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan

diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu

menjawabperubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan,

ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail

dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan

pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan

tersebut, maka peluang yang ada antara lain adalah :

a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

kecamatan terhadap penguasaan keahlian (skilij administratif

maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsi

kecamatan.

b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan

berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah

ditetapkan.

kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,

pelayanan pemerintahan, pembangunan danmelaksanakan

pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan

di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomidan pembangunan, ketentraman dan

ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan

rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui

peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima



c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d) Meningkatnya keoordinasi diantara instansi sektor kecamatan

maupun dengan SKPDtingkat kabupaten.

e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan

didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan

dapat meningkatkan efektivitaspenyelenggaraan tugas pokokdan

fungsi kecamatan.

f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui

penguasaan dan pemanfaatan teknologi. informasi dan

komunikasi.



3.1. Identlflkasl Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungal
Pelayanan Kecamatan Bayoupong

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut yang

berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi
3 ( tiga) klasifikais permasalahan pelayanan Kecamatan
Bayongbong,yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program
kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan pemerintah Kecamatan Bayongbong
dapat diidentifikasi pennasalahan utama pelayanan Pemerintah
Kecamatan Bayongbong sebagai berikut :
1. Kondisi internal

• Kurang tersedianya Sumber Daya Apartur pemerintah yang
memadai secara kuantitas baik berdasarkan pendidikan
maupun keahlian.

• Kurangnya kepedulian yang terhadap peningkatan kualitas
pelayanan Publik karena keterbatasan kewenangan yang

diberikan kepada kecamatan

• Kurang tersedianya prasarana dan sarana kerja memadai.

• Rendahnya Pemahaman pegawai terhadap Tupoksi

• Belum tersusunnya standar operasional prosedure (SOP)
sebagai Protap pelayanan

• Kurangnya Penguasaan tehnologi informasi

• Tanggung jawab dan disiplin masih kurang
2. Kondisi ekstemal

• masih besarnya ketergantungan Pemerintahan desa terhadap
pemerintahan supra desa yang relatif menghambat
kemandirian pemerintah desa.

• Kurangnya kualitas Sumber Oaya Aparatur pemerintah desa

• Belum beIjalannya Perencanaan pembangunan yang aspiratif
dengan melibatkan masyarakat

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
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Pelayanan Faktor
No Uraian Perangkat Penghambat PendorongDaerah
1 2 3 4 5
1 ProgramPelayanan PenyediaanJasa

Pembayaran belum tepatAdminisgtrasi Komurrikasi, Tersedianya Anggaranperkantoran Sumber Daya Listrlk waktu. pada TW ke I
dan Air
Penyediaan Jasa

Pembayaran belum tepatPemelibaraan dan Tersedianya AnggaranPerizinanKendaraan waktu pada TW ke I
Dinas/Operasional
Penyediaan .Jasa Pembayaran belum tepat Tersedianya AnggaranKebersihan Kantor wakru pada TW ke I
Penyediaan Jasa Pembayaran belum tepatPerbaikan Peralatan TersedianyaAnggaran
Keria waktu pada TW ke I

PenyediaanAlat Pembayaran belum tepat Tersedianya AnggaranTulis Kantor waktu pada TW ke I
PenyediaanBarang Pembayaran belum tepatCetakan dan TersedianyaAnggaran
Penggandaan waktu pada TW ke I
Penyediaan

Pembayaran belum tepatKomponenInstalasi Tersedianya AnggaranLiatrik/Penerangan waktu pada TW ke I
Banzunan Kantor
Penyediaan

Pembayaran belum tepatPeralatan dan Tersedianya AnggaranPerlengkapan waktu pada TW ke I
Kantor
Penyediaan Pembayaran belum tepatPeralatan Rumah TersedianyaAnggaran
Tanzza waktu pada TW ke I
PenyediaanBahan
Bacaan dan Pembayaran belum tepa!Peraturan TersedianyaAnggaran
Perundang- waktu pada TW ke I
Undanzan
Penyediaan Pembayaran belum tepa!Makanandan Tersedianya Anggaran
Minuman waktu pada TW ke I
Rapat-Rapat

Pembayaran belum tepatKoordinasidan Tersedianya AnggaranPembinaan ke waktu pada TW ke I
DalamDaerah

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh

Kecamatan Bayongbong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta

sosial dan kemasyarakan di tingkat kecamatan, maka peningkatan

kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya,

menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan

terstruktur.

Adapun faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan

Bayongbong diantaranya:

umum

• Adanya gangguan kamtibmas

• Masih minimnya kualitas infrastruktur dalam mendukung

akselerasi dan percepatan pembangunan

• Kondisi topografi wilayah yang rawan bencana alam

• Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan
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Rapat-Rapat
Koordinasi dan Pembayaran belurn tepat
Konsultasike Luar waktu pada TW ke I Tersedianya Anggaran
Daerah

2. ProgramPeningkatan Pembangunan Pernbayaran belum tepatSarana dan Prasarana Tersedianya Anggaran
Aparatur Gedung Kantor waktu pada TW ke I

Pengadaan Pembayaran belurn tepat Tersedianya AnggaranMeubeulair waktu pada TW ke I
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Pembayaran belum tepat TersedianyaAnggaranKendaraan waktu pada TW ke [
Dinas/ Operasional
Penataan Halaman Pernbayaran belum tepat

Tersedianya AnggaranGedung kantor waktu pada TW ke I
3. ProgramPeningkatan Pendidikan dan

Kapasitas Sumber Daya Pelatihan Fungsional Pembayaran belum tepa! TersedianyaAnggaranAparatur Kecamatan waktu pada TW ke I

4. ProgramPperencanaan Penyusunan Pernbayaran belum tepatdan Ppelaporan TersedianyaAnggaran
Keuanl(an LaporanKeuangan waktu pada TW ke I

Penyusunan Pernbayaran belum tepa!Dokumen TersedianyaAnggaran
Perencanaan waktu pad a TW ke I

5. Program Koordinasi
PenyelenggaraanTugas Penyelenggaraan Pernbayaran belum tepat Tersedianya AnggaranUmumPemerintahan Ketentraman dan waktu pada TW ke I
Tingat Kecamatan Ketertiban Urnurn

Koordinasidan
Konsultasi Pembayaran belurn tepatPenerapan dan Tersedianya Anggaran
penegakkan waktu pada TW ke I
Peraturan
Pembinaan teknis
pelaksanaan Pernbayaran belurn tepatperlombaan TersedianyaAnggaran
desaj kelurahen waktu pada TW ke I
tingkat kecamatan
Pembinaan
penyelenggaraan Pembayaran belum tepat Tersedianya Anggaranpemerintahan waktu pada TW ke I
ditingkat desa
Pembinaan dan
Monitoring Pembayaran belurn tepat Tersedianya AnggaranPengelolaanPBB waktu pada TW ke I
T'ingkat Kecamatan
Kegiatan Pembayaran belurn tepat TersedianyaAnggaranKeagamaan waktu pada TW ke I
Rapat Forum

Pernbayaran belum tepatKoordinasiPimpinan Tersedianya AnggaranKecamatan waktu pada TW ke I
(Forkopimcam]
Monitoringdan Pernbayaran belum tepat Tersedianya AnggaranPembinaan RT/RW waktu pada TW ke I
MonitoringBantuan Pernbayaran belurn tepatPemerintah Non TersedianyaAnggaran
Tunai [BPNTI waktu pada TW ke I

Penyusunan RPTK Pernbayaran belum tepat Tersedianya AnggaranKecamatan waktu pada 1W ke I
Penyelenggaraan

Pembayaran belum tepatKegiatan Tersedianya AnggaranKepemudaan dan waktu pada TW ke I
Olahraga
Penyelenggaraan
Upacara HariBesar Pernbayaran belum tepa!Nasional dan Tersedianya Anggaran
Upacara/ Acara waktu pada TW ke I
Lainnya
Penyelenggaraan Pernbayaran belurn tepatkegiatan TPPKK Tersedianya Anggaran
tingkat kecamatan waktu pada TW ke I
MonitoringKegiatan
Pembangunan Pernbayaran belum tepat TersedianyaAnggarandiwilayah waktu pada TW ke I
Kecamatan
Koordinasi
Penyelenggaraan Pembayaran belum tepat TersedianyaAnggaranKetentraman dan waktu pada TW ke I
KetertJbanUmum

6. ProgramPelayanan Jumlah Pelayanan Pembayaran belum tepatAdministrasiTerpadu Administrasi kepacla
waktu pada TW ke I Tersedianya Anggaran

Kecarnatan(PATEN) masyarakat :
1. Penerbitan KK
3. KTP/Suket

Keteranzan



Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan

kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang,
diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang
terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas
pemyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi
yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh
stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut
secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut
tersebut adalab sebagai berikut :
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3.2 Telaahan Visi, Misl dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih

Arab kebijakan pembangunan Kepaladaerah dan Waki!Kepala
Daerah terpilih ditujukan untuk kemandirian ekonomimasyarakat
dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui
pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata

serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan
kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur
wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan
struktur pemerintah daerah, dengan didukung oleh pengembangan

kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju
masyarakat yang madani.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2019-2024

adalah:
" TerwuJudnya Kabupaten Gantt yang Bertaqwa, MqJudan

Sejahtera".

3. Rekomendasi

4. Surat Ketenmgan

5. Legalisir

6. Peririnan

LAPHALI(Layanan Pembayaran belum tepat Teraedianya AnggaranPada Hari Lfbur) waktu pada 1W ke 1
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Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong
efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki,
ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnnya mengandung
gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. MisiKabupaten

Garut dalam rangka pencapaian VisiKabupaten Garut Tahun 2019-
2024 ditetapkan 4 ( empat )Misisebagai berikut :
1.Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat,
cerdas dan berbudaya;

Kondisi Akhir Garut yang Bertaqwa, Maju
dan Sejahtera

Suatu Kesatuan wilayah masyarakat dengan

segala potensi dan sumber daya dalam sistem
Pemerintahan Garut

Perwujudan masyarakat yang berakhlak
mulia, menjunjung nilai-nilai luhur Agama
dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara berlandaskan
Pancasila
Perwujudan dari masyarakat dan Kabupaten
Garut sebagai daerah yang mampu menggali,
memanfaatkan dan mengelila segenappotensi
sumber daya yang dimiliki secara optimal
untuk digunakan dalam proses pembangunan.
Sehingga masyarakat memiliki kemampuan

dalam membangun struktur ekonomi yang
tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang
bernilai tambah tinggi
Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas
dan produktif. Menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi serta mampu memainkan peran
dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam

pembangunan yang berkelanjutan. "misikami,
mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang
Juara Lahir dan Batin",

Sejahtera

Maju

Bertaqwa

Garut

Terwujudnya



3.4. Telaahan Renstra K/L
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2010-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun
2010-2019 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis,
Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang

berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif,

dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia" Sedangkan Misi
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2019 yaitu Menetapkan
Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dalam upaya:
a. Memperkuat Keutuhan NKRI,serta memantapkan sistem politik

dalam negeri yang demokratis;

No Program Visi/Misi Faktor
Perl2hambat Pendorona

1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Garut YangBertaqwa,

Adminiatrasi Maju dan Sejahtera
Perkantoran

2 Program Peningkatan Mewujudkan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Publik Yangpprofeaional
Aparatur dan Arnanahh disertei Tata.

3 Program Ppeningkatan KelolaPemerintahan
Kapaaitu Sumber Oaerah YangBaik dan
Oa,vaAaparatur Beraih (illi2. janji

4 Program Perencanaan Kampanye ; Mia!4 RPJMO)
dan pelaporan Keterbatuan Ketersediaan Anggaran
K.euanaan

5 Propm
PeneyelenglU'Ull
TuguUmum
Pemerintaha,nTingkat
KecamatM

6 Program Pelayanan
Adminiatraai t.erpadu
Kecamatan (PATEN)

2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah
disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

3.Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta

kemantapan infrstruktur sesuai daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta fungsi ruang;

4. Meningkatkan kemandirian ekonomimasyarakat berbasis potensi

lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing
disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Adapun factor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi
Kabupaten Garut diantaranya :



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajlan Lingkungan
Hldup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

Renstra K/L dan Provinsi FaktorNo Program Penzhambat Pendorong
1 2 3 4 5

Nihil - - -

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong terhadap Renstra Kj L
dan Renstra Provinsidiantaranya :

(RPTK).

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan
Bayongbongyang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Cakupan pegawaiyang mengisi daftar hadir;
2. Meningkatnya pegawai yang memakai seragam dengan

kelengkapannya;
3. Meningkatnya Cakupan pegawai yang terampil dalam

melaksanakan pelayanan publik;
4. Tersusunnya Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan

e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan
keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan
budaya; serta

f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa.

d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar

daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam

pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik;

umum;

b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan



Sumber: DataDiolahtahun 2019

berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budidaya. Berdasarkan RTRWKabupaten Garut,

telaahan reneana tata ruang wilayah ditujukan untuk
mengidentifikasi implikasi reneana struktur dan pola ruang
terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Bayongbong.

Arah kebijakan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk kemandirian ekonomi

masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan
pariwisata serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan

kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur

wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan
struktur pemerintah daerah, dengan didukung oleh pengembangan
kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju
masyarakat yang madani.

Kecamatan Bayongbong yang rnerupakan satu dari 42
Keearnatanyang ada di Kabupaten Garut dan berjarak + 12KMdari
Pusat Kota dan terletak pada 991 M dari Permukaan Laut, seeara
administrasi rnerupakan sentral dari hasil pertanian diantaranya
adalah Hasil Pertanian Bawah Merah, Perkebunan Akar Wangi,
Pariwisata Budaya Rumah Situs Ciburuy, dan Sumber Alam Air

Terjun Curug Cigani dan Peternakan Sapi Perah yang ada di
KeearnatanBayongbongmembawahi 18Desa yaitu :

Tabell
a. Daftar Desa/Kelurahan Kecamatan Bayongbong Tahun 2019



Jumlah

Tadah
Kolam

Sederhan

Teknis

Luas Laban Sawah / Kolam Luas Laban Kering

% Teknis

Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut ini :
Tabel2

Luaa Tanah menurut penggunaannya Tahun 2019

: 3.796,2 (75 % )

: 1.198,8 (25 %)

- Tanah Datar seluas
- Tanah Curam atau berbukit

Tanah di Kecamatan Bayongbong lahannya bervariatif yaitu

d. Sedangkan Keadaan Tanah :

266 m/dtkCurah Hujan rata-rata pertahun

24,3 CSuhu Udara

991 mKetinggian dari Permukaan Iaut

: 3.089 HaLahan KeringDarat

: 1.906HaLahan Pertanian seluas

: 4.995 HaLuas wilayah sebesar

memllikl luasc. Kecamatan Bayongbong secara Geografi
aebagai berikut :

Sukaresmi dan Kecamatan Bayongbong

: Keamatan Tarogong Kidul dan Kec.Cilawu• Sebelah Timur

: Kecamatan Cisurupan, Kecamatan• Sebelah Barat

Sebelah Selatan : Kecamatan Cigedug•
: Kecarnatan Samarang• Sebelah Utara

b. Dengan batas-batas sebagal berikut :



Kecamatan Bayongbong dapat menyusun rancangan program beserta
targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan
Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan,

rencana dan atau program. Dalam kontek Kabupaten Garut, kedudukan
Kecamatan Bayongbongadalah :

1. Sebagai kawasan wisata diharapkan dapat rnenjadi kawasan wisata

Situs Ciburuy, Kolam Cikahuripan, Curug Cigandi dan Pendakian
Gunung Cikuray serta Lapangan Werkip menjadi unggulan
Kecamatan Bayongbong dan merupakan pintu gerbang Ibukota
Kabupaten Garut dari Arah Selatan.

2. Sebagai sentra produksi pertanian BawangMerah, Sayuran mayur,
Pertanian Akar Wangi dan peternakan sapi perah sehingga perlu
dukungan pengembangan yang lebih baik lagi.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan
Bayongbong lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan

maupun di tingkat Desa.
Dengan penetapan Tujuan dan Sasaran Kecamatan

Bayongbong ini semua rencana yang akan dikembangkan harus
kompetibel dengan Tujuan dan Sasaran Oraganisasi tersebut,
sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang
berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan

perannya.
Mengingathasil dan outcomeyang diutamakan, maka Tujuan

dan Sasaran Kecamatan Bayongbong yang jelas akan membantu
pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu
memberikan kepuasan kepada masyarakat, maka Kecamatan
Bayongbongmempunyai Tujuan dan Sasaran.

perkiraan kebutuhan pelayanan,pengembangan pelayanan dan

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksiting maka
Kecamatan Bayongbong dapat mengidentifikasi arab (geografis)



• Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari
ancaman)

Meningkatkan kualitas Sumber DayaAparatur yang ada dengan
mengikutsertakan Sosialisasi dan Pembinaan baik yang
diselenggarakan oleh Tingkat Kecamatan maupun Tingkat
Kabupaten.

• Strategi WO ( Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan

kelemahan )

• Strategi SO (mengoptimkan kekuatan untuk menangkap
peluang). Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk
melaksanakan 'I'upoksinyamasing-masing dengan mengadakan
sosialisasi dan bintek terhadap Pegawai baik di Tingkat

Kecamatanmaupun di tingkat Desa.

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut
ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes factor
dengan membagi kedalam 3 strategi dengan mempertimbangkan
posisi Kantor Kecamatan Bayongbong. Adapun strategi tersebut

adalah sebagai berikut :

memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi

kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan
pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu

diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif
sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan
pembangunan daerah.

sela1uhendaknyapembangunanPerencanaan

3.5. Penentuan Iau Strategia

No Program KLHS Faktor
Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5
Program Program Optimalisasi Adanya SOP
Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Pelayanan
PATEN lnformasi

Program Peningkatan
kualitas pelayanan
public

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap KLHS
KecamatanBayongbongsebagai berikut:
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan
ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara
signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan
permasalahan pokok antara lain:
3. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah

sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi
perangkat daerah sebagaimana Undang Undangnomor 32 tahun

2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 telah
mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas
camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi
pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenangdari Bupati.

4. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik
dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan
pegawai kecamatan adalah pegawaikelas 2 dengan kemampuan

di bawah dinas tingkat kabupaten.
Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan

ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan
kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada

masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan
menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

perencanaan pembangunan dengan meningkatkan peran serta
masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik di Tingkat Desa
maupun di tingkat Kecamatan yang hasilnya disusun dalam
bentuk dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan
Tahunan Kecamatan (RPTK).

dan koordinasi dalam prosesMeningkatkan sinergritas
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Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan

diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu
menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan
ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas
dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk

mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain
adalah :

g) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
kecamatan terhadap penguasaan keahlian (skilij administratif
maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsi
kecamatan.

h) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan
berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah

ditetapkan.
i) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
j) Meningkatnya keoordinasi diantara instansi sektor kecamatan

maupun dengan SKPDtingkat kabupaten.
k) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan

didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan
dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi kecamatan.
1) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui

penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi.



Indikator
Target KinerjaTujuan/SasaranNo. Tujuan Sasaran Tujuan/Sasar PadaTahun Ke-an

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatkan MeningkatnyaPelayanan Proaentaae
kualitaa Publik terhadap pela.yanBIl prima
pelayanan masyarakatc:ti
publikyang Kecamatan
profeaionllldan
amanah

TABEL T.C-2S
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)tahunan
yang ditetapkan dengan mengacu kepada pemyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Untuk

menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari
setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data

kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam

mengevaluasinya.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam
sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan
indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap
indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya
(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu Ztahunan secara
berkesinambungan (sustainble) sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam rencana strategis.
Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaiwujud
dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan

pada Tabel berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

TUJUAN DAN SASARAN



Kebijakan pada dasamya merupakan ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
prograrrr/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

Strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana

tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan
untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu Ztahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan
dalam rencana strategi.

pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan
sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan

dirancang
indikator

keberhasilan, rnaka dati. setiap tujuan tersebut ditetapkan sasaran

dengan indikator sasaran, sehinggadapat lebihmemudahkan dalam
pengukurannya.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh SKPD dalarn rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran

indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau direalisasikan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)tahunan yang
ditetapkan dengan rnengacu kepada pernyataan visi dan rnisi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik.

Untuk menggarnbarkan secara spesifik

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bayongbong

Meningkatnya kepuaaan Prosentaee
muyarakat terhadap Survey kepuaaan
pelayanan di Kecamatan muyarakat

UKM)
Meni.ngkatnyakepuaaan Proaentaae
maayarakat terhadap Surveykepuuan
pela,yanandi Keeamatan muyarakat

(IKMJ
Meningkatnyakinelja Prosentase
penyelenggaraantugaa kelurahan/Desa
umum pemerintahan berkinerja baik
kecamatan
Meningkatnya Proaentaae Nilai
akuntabilitas kinerja Si.tem
pemerintah kecamatan Akuntabilltas

Kinetja Instanei
J>.merintsh
(SAKlP)



dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi

pemerintah.

Program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
keIjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.



Pengembangan system
pelayanan public berbasis
teknologi informasi



Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, KelompokSasaran
dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bayongbong

TABELT.C-27

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Bayongbong

selama 5 tahun ke depan ( 2019-2024) cliarahkan untuk mencapai tujuan
Kecamatan Bayongbongyang akan menunjang tercapainya visi dan misi

Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan

oleh isntansi pemerintah guna mencapai sasaran dan· tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program

tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu
sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu

atau beberapa satuan keja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang
terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana
program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinetjanya, jelas

kelompok sasarammya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Untuk penyajian Tabel Rencana Program dan Kegiatan Serta
Pendanaan Kecamatan Bayongbongsebagai berikut:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN
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SG

Kondisi
KineIja Kondisi
Pada Target Capaian Setiap Tahun Kinerja

Indikator Awal PadaNO KineIja Periode Akhir
RPJMD Periode
Tahun 0 Tabun Tahun Tabun Tabun Tabun RPJMD

1 2 3 4 5
(11 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Jumlah
pembayaran

12Bln 12 Bin 12 Bill 12 Bin 12 Bin1 lan88anan 12Bin
teJ.eponliatrik
dan air
JumIah

7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7Unitpemeliharaan 7 Unit
dan perizinan Rd2 Rd2 Rd2 Rd2 Rd2 Rd22 kendaraan JUnit lUnit lUnit lUnit tUnit tUnit
din.. Rd4 Rd4 Rd4 Rd4 Rd4 Rd4
OJ)8ruional

Tabel T-C.28
Indikator KineIja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman
untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian
kegiatan akan lebih terarah dan jika diternui permasalahan akan lebih
mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bayongbong berdasarkan
pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tabun 2017. Pada

unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit keIja mandiri sekurang
kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal

tersebut, indikator kinerja Kecamatan Bayongbong disusun dibatasi
dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bayongbong bersama dengan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa./Kelurahan /UPT/UPTDdiharapkan
dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-
2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan 8ayongbong sebagai pelaksana teknis

kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian
otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Bayongbong sebagaimana
tertuang dalam tabel C.28

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Jum1ahjasa
ViOrg 36Urg 36Urg 36 (Jrg ~6{)rg .'l6l.lrg3 keberaihan

kantor I(,ilt'lll 1(, item !611cm 161lem ](,jtl'111 l(litem

Jumlah
peralatandan

4 perlengkapan l'JUnil loj I}nit i9Unit i9 Unit l"i l;!lIt i'.Ilinj'
kantor

Jum1ah Paket
5 Pengadaan Alat 47 Item 471tem 47 Item 47 Item 47 Item 47 ItemTulia Kantor

jumlah Paket
6 Cetak, 72000Exp nOOOExp 72000Exp 72000Exp nOOOExp nOOOExppengandaanl

poto CODY

Jumlah
komponen

7 elektrical 7 item 7 item 7 item 7 item 7 item 7 itempenerangan
bangunan
kantor
jumlah Paket

8 Cetak, 7 item 7 item 7 item 7 item 7 item 7 itempenggandaan/
eete CODY

Jutn1ah
9 peralatan dan 8 item 8 item 8 item 8 item 8 item 8 itemrumah tanga

kantor
Jumlah bahan
bacaan

10 peraturan dan 3000exp 3000exp 3000exp 3000exp 3000exp 3000expperundang-
undangan

Jumlah
rnakanan dan

11 minuman 12 bin 12 bin 12bin 12bin 12bin 12bin
harlan, rapat 6000rg 6000rg 6000rs 600 org 6000rg 6000rg
danjantuan
tamu
Jumlab
Pembayat'lUl
Penyediaan

12 Jail. 40b 40h 40b 40h 40h 40bPendukung
Tenaga Teknia /
Adminiatraai

Jutn1ah
Pembeyaran
Penyediaan

13 Ju. 7560b 7560h 7560h 7560b 7560b 7560hPendukuog
Ten•• Teknia /
Admiru..trasi

Jumlah
14 Ruangan yang 1 unit 1648 1 unit / 1 unit / 1 unit 1 1 unit 1 1 unit /

akan dibangun M2 648M2 648M2 648M2 648M2 648 M2

Jumlah
Kendaraan lUnit tUnit !Unit !Unit !Unit15 Dinu/Operulo IUnitRoda4 Roda 4 Roda4 Roda 4 Roda4 Roda4naJ

Jumlah kineIja
pegawai untuk

3 item 3 item 3 item 3 item 3 item16 pela,yanan 3 item
kemuyara
katan
Jumlah
pemeliharaan

17 rutin / berkala - - - - - -rumah
Dfnaa

Jumlah
pemaliharaan

18 rutin 1berkala - - - - - -
gedung kantor



Jumlah unit
untuk 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit
pemeliharaan

19 rutin berkala Rd2 Rd2 Rd2 Rd2 Rd2 Rd2
Servissuku lUnit lUnit 1Unit !Unit 1Unit !Unit
cadangdan Rd4 Rd4 Rd4 Rd4 Rd4 Rd4
nelumaa
Jum1ah paket

20 pemeliharaan 1Lolcal 1Lokal I Lokal lLokal I LobiOeduq kantor I Laical
KeCiUDatan
Jumlah

21 aparatur yOang - - - - - -
disiplin
Jumlah

22 aparatur yang - - - - - -
disiplin

Jumlah Pakaian
23 Dinas Beserta - - - - - -

Kelengkapannya

Jumlah Pakaian
24 Korpri Beserta - - - - - -

Kelengkapannya
Jumlah Peserta
Pendidikan dan

25 Pelatihan 30rg 30rg 30rg 30rg 30rg 30rg
Fungaional
Kecamatan
Pen,yusunan
Laporan

26 Capaian Kinerja - - -dan lkhtisar - - -
Realiaasi Kinerja
SKPD
Jumlah

27 Dokumen
Laporan - - - - - -
keuarumn
Jumlah

28
Dokumen
Laporan - - - - - -
keuangan
Jumlah Laporan

29 dan Dokumen I Dol. iDol. IDol. I Dok I Dok \ Dol.
Keuangan

Jumlah
Prosentase

30 Pelaksanaan 10Dol. 10Dok 10Do" 10Dol. 1000" IODok
Kegiatan
Kecamatan
Koordinasi
Penyelenggaraa

31 n Ketentraman 900rg 900rg 90 org 900rg 90 org 900rg
dan Ketertlban
Umum
Koordinasi dan
Konsuitaai

32 Penerapan dan 7Sorg 7Sorg 750rg 75 erg 75 org 75 org
penegakkan
Peraturan
Pembinaan
teknis
pe1aksanaan

33 perlombaan 18Desa 18Desa 18Desa 18Desa 18Desa 18Desa
desa/kelurahan
tingkat
kecamatan

?embinaan
penyelenggaraa

34 n pemerintahan 600rg 600rg 600rg 600rg 60 org 600rg
ditingkat den



Pembinaan
dan Monitoring 18kolektor 18kolektor 18kolektor 18kolektor 18kolektor 18kolektor35 Peneelolaan
PBBTingkat PBBDesa PBBDesa PBBDesa PBBDesa PBBDesa PBBDesa
Kecamatan
Kegiatan

36 Keagamaan 40 org 400rs 400rs 400rs 400rg 400rg

RapatForum
Koordinasi

37 Pimpinan JOorg 30 01g 30 org 30 org 300rg 300rg
Kecamatan
(Forkopjmcamj
Monitoring dan

38 Pembinaan 80% 80% 80% 80% 80% 80%
~/RW
Monitoring
Bantuan

39 Pemerintah 360rg 36 erg 360rg 36 org 36 org 36 org
Non Tunai
(BPNTj_
Penyullunan

40 RPI'K 20Dok 20Dok 20Dok 20Dok 20Dok 20Dok
Kecamatan
Penyelensgara

41 anKegiatan 100% 100% 100% 100010 100% 100%Kepemudaan
danO~
Penyelensgara
an Upacara

42 HanBeau 2 keg 2 keg 2keg neg 2 keg 2lcegNaaional dan
Upacara/ Acara
Lainnya
Penye1e[l8gar8

43 an kegiatan TP 120org 1200rg 120org 120org 120org 1200rgPKK tingkat
kecamatan
Monitoring
Kegiatan

44 Pembangunan 18Desa 18Desa ISDesa 18Desa 18Desa 18Desa
di~ah
Kecamatan
Jumlah

45 pelayanan
pubUkyang
op_timal :
l.KK 6000 6000 6000 6000 6000 6000
2.e·KTP 2400 2400 2400 2400 2400 2400

46 3.Rekomendsi 120 120 120 120 120 120
4.SuratKet 12000 12000 12000 12000 12000 12000
S.Lrgalisir 600 600 600 600 600 600
6.Perizinan 100 100 100 100 100 100
Jumlah
Dokumen

47 Laporan RPI'K 9 orang 9orang 9 orang 9orang 9 orang 9orang
Kecamatan



RUDY GUNAWAN

BUPATI GARUT,

ttd

Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang
diemban Kecamatan Bayongbong. Komitmen, niat dan janji yang tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) yang ada pada tiap bidang. Dengan
demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk
VisiKabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Demikianlah dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong

Tahun 2019-2024 ini dibuat, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya.

Kecamatan Bayongbongberkomitmen untuk melaksanakan semua
kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Reviu
Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai
profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi
janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan
bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 maka tujuan Kecamatan Bayongbong
yang terangkum dalam Rancangan Rencana Strategis ini adalah
Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Paten, Sakip,
Cakupan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Lembaga Kemasyarakatan.

PENUTUP


